BAB IV

ANALISIS

A. Rekonstruksi Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Islam

Setelah melakukan pemahaman terhadap hadits tehtaiignan mati
orang murtad yang telah dijelaskan pada bab tigekanselanjutnya makna-
makna yang sudah ditemukan tersebut digeneralaasikngan cara menagkap
makna universal yang mencakup dalam hadits. Dari dapat ditumbuhkan
kembali hukumnya, yakni prinsip ideal moral yanglagiat diaplikasikan dan
diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa inliahinyang dimaksud Fazlur
Rahman dengan pencairan hadits menjadi sunnah lyahgp. Karena setiap
pernyataan Nabi harus diasumsikan memiliki tujuasrahsosial yang bersifat
universal.

Memandang tradisi atau sunnah Nabi sebagai moeel @dalah suatu
keharusan, dan bahkan hal ini didukung oleh al-&ursendiri**® mengingat
permasalahan politik yang dihadapi oleh umat Isiewasa ini jauh berbeda
dengan yang dihadapi Nabi, maka perlu ada perubalaaadigmatik dalam
mensikapi sunnah Nabi. Dalam kaitannya dengan &ednj politik, makna
substantif harus lebih mendapatkan tempat daripadina formalnya. Inilah

yang dimaksudkan Fazlur Rahman dengan pendekataralimdeal”, yakni suatu
pendekatan yang menekankan pada aspek cita-cital rkarena inilah yang
menjadi substansi dari segala kebijakan politik.

Dalam literature-literatur fikih, hadits Nabi yabgrbunyi:
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Artinya : Telah menceritakan kepadaku (Imam Ibajd) Muhammad bin al-
Salah, telah menceritakan kepadaku Sufglari ‘Uyainah dari ‘Ayyib

29 «gesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullahsitti teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah @keedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab [33] :21)



dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbs, dia berkata: Rakillah Saw. Bersabda:
“Barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka amui. (HR.
Ibn Majahf*°

Hadits di atas telah dijadikan titik tolak oleh @afugaha untuk
menetapkan hukuman bagihl ar-riddah Namun, menurut hemat penulis,
pemahaman terhadap hadits tersebut, harus dibatengan penelusuran konteks
sosio-historisnya yang menunjukkan bahwa, pembgalakhukuman mati bagi
orang murtad disebabkan berafiliasinya mereka demgasuh-musuh Islam untuk
memerangi orang-orang Islam. Dengan demikian, bahulkuman mati bagi
orang murtad dipengaruhi oleh alasan politik adakmar.

Sementara itu, dalam hadits lain sebagai pendukiamgsetema perihal
hukuman mati orang murtad yang diriwayatkan oletkiBd, Muslim, Aba
Dawud, at-Turmuiz an-Nag'i, Ahmad, dan ad-Darami, yang menyatakan bahwa
orang muslim darahnya halal ditumpahkan karenapeg&ara dan salah satunya
adalah karena meninggalkan agamanya dan memisalaya dari komunitas
Islam. Sebagaimana berikut:
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Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kantats ibn Marsur, berkata telah
mengkhabarkan kepada kami ‘Abd ar-Rahmdari Sufgn dari al-
A'masy dari ‘Abd Allah ibn Murrah dari Masig dari ‘Abd Allah
berkata, bersabda Rdsllah saw.: “Demi zat yang tidak ada tuhan
selainNya, tidak hahal darah seorang muslim yamgakei bahwa tidak
ada tuhan selain Alh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang:
Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan’g@marang yang
sudah menikah berbuat zina dan oaring yang membuderigan
sengaja.”(HR. An-Nagi1)***
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Hadits tersebut adalah merupakan hadits yang jugalildhn dasar
pengambilan hukuman mati bagi orang murtad oleh pama figih klasik yang
diriwayatkan oleh Abdudih bin Mas’ud dan ‘Aisyah.

Hadits di atas dijadikan dasar penetapan atau kspatsahnya hukuman
mati bagi orang murtad oleh para ulama fikih klas#kutama empat imam
mazhab. Mereka semua sepakat bila hukuman masébigrslijatunkan kepada
orang laki-laki yang murtad. Namun untuk wanita tady ada perbedaan
pendapat di kalangan ulama fikih. Abu Hanifah tisa&ndukung bila hukuman
mati tersebut diberlakukan kepada wanita murtadnuvignya, wanita murtad
tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah melarang memh wanita kafir. Kalau
wanita kafir asli dilarang dibunuh apalagi wanitng tidak asli kafir (murtad,
pen). Sementara jumhur ulama tidak membedakanaaht&kuman bagi laki-laki
murtad maupun wanita murtad. Menurut mereka hukmysmnsama, yaitu
hukuman mati.

Bila kita menelusuri hadits-hadits yang berkaitamghnriddah, nampak
bahwa peristiwaiddah terjadi pada masa-masa perang dengan orang-oading k
Sering dijumpai, mereka itu mengadakan konspirassdma orang-orang kafir
untuk memerangi orang Islam. Dengan demikian, gggihmya pemberlakuan
hukuman mati itu lebih disebabkan karena konspiyasidengan orang Kafir,
bukan semata-mata karena keluarnya dari agama.Islam

Banyak data sejarah yang mendukung kesimpulanbigrsélisalnya,
setelah peristiwa Fath al-Makah, Nabi memberikamesty kepada orang-orang
Quraisy, kecuali tujuh belas orang. Ketujuh belemng itu, karena kejahatannya
terhadap umat Islam, tetap harus dibunuh. Di amemeeka ada yang murtad dan
menjadi musuh Islarff?

Peristiwva murtadnya sekelompok orang dari sukkul, memperkuat
kesimpulan tersebut. Menurut riwayat, sekelompaoikngrukul, setelah masuk
Islam, menghadap kepada Nabi sambil melaporkanakeadereka yang tidak

sehat karena pengaruh iklim. Kemudian, Nabi memgiyia ke daerah tempat
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pemeliharaan unta dan mengizinkannya untuk tindgdberah tersebut. Namun,
mereka merampas sumur-sumur tempat minum onta @ambonuh penjaganya.
Bahkan mereka menyatakan kafir kembali. Mendenganistova ini, Nabi
mengirim pasukan untuk membunuh mer&a.

Al-Bukhari juga mengutip kisah murtadnya seorangbABadui. Dalam
kisah itu, Nabi tidak menghukumnya dengan hukumaati,mtapi Nabi
membiarkannya pergi. Orang Badui tersebut setelalukn Islam, menderita
penyakitwa’ak (panas tinggi), lalu menghadap Nabi untuk mencdambali
baiatnya. Nabi tidak memberikan reaksi apa-apak&ahNabi memberikannya
pergi®**

Menurut hemat penulis, pemberlakuan hukuman maji beng murtad
lebih disebabkan karena berafiliasinya dengan migaim. Pernyataan ini sangat
jelas terlihat dari sebuah hadits yang menyatakahwh orang yang
meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamgahnmenunjukkan
bergabungnya orang yang murtad dengan golonganhmislam. Orang seperti
ini jelas bahwa orang tersebut dihukum mati bukamata-mata karena
kekafirannya. Beberapa fakta yang dimunculkan oteldits-hadits tersebut
seharusnya dipahami untuk menjelaskan haditgdhg siapa yang mengganti
agamanya maka bunuhlahKarena hadits ini banyak dijadikan pedoman para
fugaha untuk menetapkan hukuman bagi orang mugadath hukuman maif>

Semua hadits di atas adalah hadits 8halkarena sanad-sanadnya
bersambung, dan para perawinygah, permasalahan nya adalah dalam konteks
apa Nabi mengatakan seperti itu. Kebolehan mendrerhukuman mati bagi
orang murtad itu lebih bercorak politik daripadamg. Sangat pantas sekali jika
hadits Nabi itu dikemukakan dalam konteks konsslidaolitik pemerintahan
Islam. Setelah Nabi melakukan mengusiran terhadapgeorang Yahudi dari
Mekkah akan tetapi juga kelompok Yahudi. Nabi, kareja, harus mengambil
langkah-langkah politik maupun hukum untuk mempatkonsulidasi ke dalam.

Dalam suasana demikian Nabi selalu berjaga-jaga k#snungkinan serangan
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mendadak dari pihak kafir Quraish maupun YahudireKanya kontrol Negara
terhadap masyarakat harus ditingkatkan. Karena padd itu Islam identik
dengan Negara, pengkhianatan terhadap Islam sdmattengan pengkhianatan
terhadap Negara dan masyarakat. Dalam situasi gemgkian, orang yang
meninggalkan Islam sudah barang tentu akan sangatbahayakan terhadap
kesatuan serta keutuhan Negara Madinah yang baauddaangun. Dengan
demikian untuk menghindari timbulnya orang-orangigyaneninggalkan Islam
yang juga berarti meninggalkan dan mengkhianati akeg maka Nabi

mendeklarasikan hukuman m#.

Dugaan bahwa hadits Nabi itu berkaitan erat dengamtad politik
bukanlah tidak berdasar. Sejarah mencatat bahwecumya gerakarriddah
setelah Nabi wafat, khususnya pada pemerintahanBgkar sangat bernuansa
politik. Gerakarriddah selalu dibarengi dengan pembangkangan untuk meanbay
zakat kepada pemerintah pusat. Pada masa ini megkdra;n membayar zakat
dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan pképlada Negara, mengingat
zakat merupakan satu-satunya sumber pendapatamadNédau Bakar akhirnya
berhasil mengatasi pemberontakan dengan kekuatgatad’

Peristiwa perangiddah yang terjadi pada masa pemerintah Abu Bakar
merupakan peristiva yang amat penting dan sangatembgkan perjalanan
sejarah umat Islam. Bahkan dalam permasalahan huklam pun, ternyata
kalangan agamawan (fugaha) cendrung mengandopgaka® Abu Bakar itu
ketika menetapkan hukuman mati bagi orang murtaty yeeluar dari agama
Islam. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatarara pihak yang
mendukung hukuman mati dan pihak yang menolaknyagate berbagai

alasannya masing-masifig.
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Harus ditegaskan bahwa, bagi Abu Bakar, hukumarg y@¢ihebankan
terhadap suku-suku Arab jelas mencakup kasus pemta&an terhadap tatanan
masyarakat Islam, dan bukan sebagaimana kemudgfsidian oleh para sarjana
hukum Islam, sebagai kasusidah, karena melanggar hak Allah. Dalam kasus
terakhir hanya Allah yang memiliki hak untuk memkan hukuman. Barang kali
karena alasan inilah Abu Bakar tidak mengambil aead ayat-ayatddah untuk
membenarkan kebijakannya. Sebaliknya, Al-Quraahtehemberikan petunjuk-
petunjuk yang jelas mengenai perlakuan kepada pemiad& yang melawan
Tuhan dan Rasul-Nya®

Penelusuran setting historis hadits yang menyatakhmwa Ali didatangi
oleh orang-orang zindiq, lalu Ali membakarnya yditgk dibenarkan oleh Ibn
Abbas, dapat dipastikan bahwa hadits itu munculk&etnaraknya fenomena
kezindikan, kemunafikan dan pengkhianatan terhaklamunitas Muslim di
Madinah, terutama yang dilakukan Abdullah ibn Sabbh Salul. Ini
menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai eksiftemunitas Islam yang
kokoh yang diakui keberadaannya dan dihormati fedaya oleh komunitas lain,
menuntut untuk menindak tegas kepada para pengkhiaimdiq, dan munafiq,
termasuk murtad yang membahayakan keberlangsurayanrtas muslim yang
baru berdiri it,?*°

Sementara hadits pendukung yang menyatakan bahdak'hahal darah
seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tubelain Allah dan aku
sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yamgninggalkan Islam (dan)
memisahkan jama’ah, orang yang sudah menikah bérbbna dan orang yang
membunuh dengan sengaj8ila diperhatikan isinya, maka terlihat jelashia
Nabi ingin menciptakan keamanan total, kedamaian kdautuhan keluarga dan
kokohnya komunitas Madinah yang baru didirikanny@leh karena itu,
pembunuh, pezina yang sudah menikah, dan orang kelogr dari agama lagi

meninggalkan komunitasnya boleh dihukum bunuh. Péahan keterangan
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dengan yang meninggalkan jamaahryterhadap kata sebelumny&eluar dari
agamd& mengandung arti bahwa keluar dari agama Islana sajapi tidak
meninggalkan komunitas Muslim atau tetap setia derigomunitas Islam tidak
bias dihukum bunuh. Dengan kata lain, tindakan deldari Islam asal tidak
menjadi pengkhianat, tidak menyebabkan diberlakojamukuman bunuft*

Hadits-hadits di atas harus dipahami lengkap dekgateksnyadl-ibratu
bi khwis as-sabalp Dalam konteks perang dan maraknya penyusupama sert
pengkhianatan inilah hukuman mati muncul. Settimgfons adanya ancaman
yang akan menggerogoti keamanan komunitas Islamindiadyang melatar
belakangi hadits-hadits diatas adalah benar, $ejan@ncatat adanya tiga
peristiwvariddah pada masa Nabi yang semuanya menggalang kekuatak u
menghancurkan umat Islam. Bersama umat Islam damgetahui strategi dan
kelemahan umat Islam. Sementara pada masa khaltfatBakar terjadi murtad
besar-besaran. Peristiwa ini sampai mengguncangt@ksi Negara Madinah
waktu itu. Jadi hukuman mati terhadap orang mugadgat terkait dengan
konteks yang melatarbelakanginya. Dalam situasiailaimukuman seperti itu
tidak bisa diberlakukan lagi, karena konteksnyaabuseruba3*?

Dalam perspektif Islam sesungguhnya seorang maagaera Islam atau
beragama yang lain, atau juga setelah beragamma tika keluar (murtad) untuk
kemudian memeluk agama lainnya atau bahkan kafalipein, pada prinsipnya
hal itu merupakan pilihan atas dasar hak kebebgaag dijamin oleh Islam,.
Hanya saja semua pilihan itu diingatkan oleh Alal. Tentunya akan memiliki
konsekuensi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, gabamanifestasi prinsip
kebebasan, al-Quran memandang perbuataddah merupakan masalah
kenyakinan yang tidak dapat dan tidak perlu uniakghh ataupun dipaksakan.

Disamping perlu dipahami sesuai dengan kontekdmdifs-hadits di atas
perlu juga dipahami sesuai dengan semangat al-Quadam membahas nasib
orang-orang murtad. Quran membahas hukuman orearggomurtad dalam

kerangka kebebasan yang bertanggung jawab. Haallisshdi atas juga harus
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dipahami dalam kerangka itu. Dalam kerangka kelabasng bertanggung
jawab, hukuman memang harus ada bagi peliakiah. Namun demikian, bentuk
hukuman harus disesuaikan dengan konteksnya. Hukummati hanya
diberlakukan bila kondisi dan situasi sama dengamsamRasulullah yakni
peperangan, merebaknya pengkhianatan, mata-mata,pei@yusupan. Dalam
kondisi damai yang berlaku adalah hukuman perdalbagai akibat wajar dari
suatu tindakan yang menyalahi hukum, sebagaimandakan lain yang

menyalahi hukum.

. Relevansi Hukuman Mati Orang Murtad terhadap Kebebasan Beragama
dalam Konteks Kekinian.

Di Barat orang melakukan konversi agama atau ddilam dikenal
dengan istilalriddah, bukan berati merupakan suatu problem, namun meampak
salah satu dari kebebasan beragama. Sehinggaaegéahkan negara sekalipun,
tidak dapat melarang seseorang untuk pindah datusagama ke agama lain,
apalagi menghukumnya. Hal ini merupakan bagianmimsoalan individual yang
harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai salah satu bentuk kebebasan, konversi agaemgandung
konsekuwensi individual. Artinya, seseorang yamghtenenetapkan pilihan untuk
pindah agama, secara otomatis bertanggung jawabapta yang dilakukan itu.
Karena pada dasarnya kebebasanlah yang membedalesa manusia dengan
makhluk lain. Sedang pada sisi yang lain, menjadnusia berarti menjadi
bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dan kebelmdalah konsep yang
equivalen Oleh karena itu, semua orang harus menjunjumgitin

Dunia internasional, mengakui konversi agama sebag#ah satu
kebebasan beragama. Hal ini dikukuhkan dalam da&blniversal Declaration

of Human Rights (UDHRJ* Walaupun pasal ini tidak menyebut istilato “

233 «Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pénaik nurani, dan agama; hak ini
meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atauakemnnya dan bebas untuk menyatakan
ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama beeékassendiri atau bersama-sama dengan orang
lain baik dalam wilayah public atau individu”. Lih&aron F. Van Asbeck (ed.Jhe Universal
Declaration of Human Rights and Its Predess€46(79-1948), (Leiden: E.J. Brill, 1949), him. 95.



convertatauconversion’tetapi mengandung arti konversi agama, yaitu bdghin
agama lain. Dengan diproklamirkannya konversi agassebagai salah satu
kebebasan beragama, berarti konversi agama diarggismai hak yang harus
dihormati baik secara nasional maupun internasiobeklarasi HAM tersebut
dianggap sebagai standar umum bagi kemajuan serang dan bangsa. Artinya
diharapkan setiap individu, organisasi, dan masggdranenjunjung tinggi
deklarasi tersebut secara terus menerus untuk glatkan penghormatan
terhadap hak dan kemerdekaan. Deklarasi ini jugaagameanatkan untuk
menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal diaiktara rakyat negara-
negara anggota PBB, maupun rakyat di daerah dilb&eluasaan hukum negara
masing-masing.

Dewasa ini kehidupan antar umat beragama tidakskggrti zaman Nabi,
yang selalu bermusuhan dan saling mematikan. Oéelnk itu, murtad yang
pengkhianat, walaupun mungkin ada, akan sangahgaditemukan. Dengan
demikian, umat Islam sangatlah tidak tepat bild&amasituasi yang telah berubah
ini, menghukum mati orang-orang yang murtad. Tdnldhagi, potensi untuk
bergabung dengan musuh dalam menghancurkan komunéajadi muslim dan
non-muslim praktis sudah punah akibat dari diadg@simodel nation-state
dalam kehidupan kebangsaan modétn.

Ada situasi social-politik era modern yang berbddagan masa lalu itu,
muncul dua persoalan bagi hukumldah, yaitu pertama, apakah yang harus
dilakukan oleh masyarakat muslim terhadap orang taduryang ingin
menghancurkan Islam dan umatnya? Bila hukushdah yang dikenal dalam
Islam diberlakukan, maka muncul persoalan baru iyakapakah yang bertugas
melaksanakan hokum itu mengingat Negara saat ikarlah Negara Islam.
Negara nation-state hanya mau melaksanakan undang-undang (hukum) yang
disepakati oleh warganya saja. Seandainya yangkealakan itu seseorang atau
sekelompok orang, maka orang atau kelompok tergmdmit akan ditindak oleh

Negara karena dianggap melanggar hukum dan HAM.
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Perbincangan tentang pemberlakuan hukuman matidbagurtad dalam
era nation statdnarus dikaitkan dengan problem hukum Islam semamam di era
ini. Dalam Negara dengan model teokragligion-statg¢ di mana perekat
kesatuan Negara adalah persamaan Iman, hukum I8tk terlalu sulit
dilaksanakan, karena kekuasaan politik murni dgaanumat Islam. Dengan
demikian, hukum Islam menjadi pilihan yang tidagildiperdebatkan kebenaran
dan keadilannya. Sedangkan dalam Negat&n-stateseperti Indonesia dimana
perekat kesatuan Negara bukan lagi persamaan itaphpersamaan bangsa,
jenis, wilayah , atau sejarah tertentu, maka pelaken hukum Islam akan
mengalami kendala. Kendala itu misalnya, adanygavhiegara yang tidak setuju
dengan diberlakukannya hukum Islam, karena memasrgka tidak menyakini
kebenaran hukum Islafi®

Disamping itu, tidak dipungkiri bahwa, dalam dinmat Islam sendiri
memang telah muncul benih-benih pertanyaan, mukgkirhukum Islam yang
lahir pada abad ke-7-8 M, dimana kehidupan begteshana, diterapkan dalam
era yang segalanya telah berubah drastik sepédra®y? Mungkinkah hukum
Islam dijalankan dalam situasi umat silam tidakilagemegang kendali
sepenuhnya di bidang politik hukum, ekonomi, peatggn, budaya dan lain-
lain?

Secara umum antara temuldah dan konversi agama dapat diambil titik
persamaan. Kedua term tersebut dapat digunakak orgnyatakan berpindahnya
seseorang dari suatu agama ke agama lain. Namukidenseperti telah penulis
katakan, istilah konversi agama sesungguhnya dapatpunyai arti yang lebih
luas. Termriddah secara terminology berarti kembali kepada kekafidzni
keadaan beriman. Klaim seperti ini, sebenarnyx tidanya ada dalam Islam, tapi
juga ada pada agama lain, seperti Yahudi dan Nad®aneka juga menganggap
bahwa keluar dari agamanya adalah suatu tindak&afiken dan merupakan
perbuatan yang terlarang

Persoalan kebebasan beragama, sesungguhnya tbekgan persoalan
nurani, Nurani dalam al-Qur’an dikaitkan dengamafit manusia yang diberikan

25 |pid, him. 65



Tuhan kepadanya. Ada hubungan logis antara petuhguk nurani. Hubungan
inilah yang menyebabkan seseorang secara sukareteerima atau menolak
petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan merupakan cara Tubatuk mencapai
maksudnya dalam menciptakan manusia. Petunjuk bigrsdapat berbentuk
inspirasi untuk mengenali perbedaan antara kefasika ketagwaan.

Dengan demikian, untuk memahami algatkraha fi ad dinperlu merujuk
pada pengertian fitrah di atas. Bahwa petunjuk ag#on memberi pedoman
bagaimana manusia beribadah terhadap Tuhan, daminzaw berbuat baik
kepada sesama. Ar-Razi, ketika memulai penafsisat #rsebut, menyatakan
bahwa Allah telah menciptakan kenyakinan dengaasjelan tidak ada alasan
manusia untuk menolaknya. Namun jika manusia nagmoahanusia bertanggung
jawab atas perbuatannya sendiri, karena merekatagalaku yang bebas. Ar-
Razi mengakhiri penjelasannya dengan menyatakamebatiak ada otoritas yang
dapat memaksa seorang untuk berifan.

Al-Quran banyak berbicara tentang kebebasan manusntuk
menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat akiggih (yang dinisbatkan
kepadanya dan menjadi tanggungjawabnya). Kalau lmlaklain mematuhi
hukum Tuhan karena memang harus mematuhinya, namnasia bebas untuk
menentukan mematuhi atau tidak. Dengan prinsipsgrigang ada dalam Qur’an
itulah Islam mengembangkan konsep kebebasan besagadfonsep ini
menyangkup dua arah, yaitu keluar dan kedalam. liAdduar diwujudkan
dengan toleransi beragama. Sedangkan aspek ke daliaitan dengan ajaran,
bahwa agama merupakan satu paket. Ketika dia npk@gtauntuk memilih
agama tertentu, maka tidak ada pilihan lain unteknitah agama tertentu, maka
tidak ada pilihan lain untuk memilah milah mana yaliterima dan mana yang
ditolak.?®” Penolakan terhadap sebagian tertentu berimpligadia penolakan
terhadap keseluruhan ajaran agama. Islam membeéw@tsbasan untuk memilih.

Sesuai dengan hukum alam, pilihan seorang membamaikasi; apabila

236 Ar-Razi, Tafsir al-Kabir (Teheran: Dar al-Kutub al-limiyah,t.th.) VII; hirti5
287 Quraish Shihab, Wawasan Qur'an tentang KebebasaagBma, dalam Komaruddin
Hidayat (ed)Passing Over. Melintas Batas Agaffdakarta:Gramedia,1998) him. 189.



pilihannya baik maka akan membawa kebaikan. Sedenia pilihannya buruk,
maka dia akan menanggung akibat keburukannya.

Bagi manusia , kenyakinan adalah sebuah kehenday§ pabas. Al-
Quran menunjukkan kebebasan manusia dalam meifaidm hidupnya, iman
atau kafir. Namun, diantara dua pilihan tersebutuse menganduk konsekwensi.
Maksudnya, manusia mempunyai kemungkinan untuk takrfmeriman, namun
dia harus bertanggung jawab sendiri terhadap pitisa tersebut>®meskipun
manusia ciptaan Tuhan, namun Tuhan tidak memaksamyk beriman kepada-
Nya. Tuhan mengutus Rasul-Rasul-Nya untuk menydmpgpesan-pesan-Nya.
Namun, mereka hanya bertugas untuk menyampaikaanbumembuat seseorang
beriman atau kafir. Diri orang itu sendirilah yamgmutuskan. Kebebasan kita
hati nurani harus ditaati. Tidak ada paksaan d&aemagama.

Disamping al-Qur’an menjelaskan nilai-nilai kebedragersebut, di bagian
lain kita dapati pernyataan Qur'an yang memerirsaahkenggunaan kekuatan
untuk mencapai cita-cita ajaran Islam yang utaradyynembentuk tatanan sosial
yang adil. Persoalariddah menjadi contoh ketidaksesuaian penegasan Qur’an
tentang kebebasan beragama dan tuntunan untuktigkbga tatanan social yang
adil. Persoalan lainnya bagaimamddah sebagai perbuatan keagamaan menjadi
demikian terkait dengan persoalan tatanan publiit{)? Nabi memang tidak
hanya menyampaikan risalah Tuhan, tapi juga medairsebuah Negara untuk
mendukung pelaksanaan risalah itu. Maka, wajar iEpatukuman riddah
diterapkan, karena memang fenomena murtad sunggeriigancam stabilitas
Negara waktu itu. Apabila stabilitas Negara teramcemaka pelaksanaan risalah
Tuhan juga terancam. Karenanya, prirsfjold az-zari’ahimenutupi segala pintu
kehancuran) dipergunakan untuk menghukumi persoaldah yang menggejala
pada awal Islam.

Ada beberapa hal yang menyebabkan ketegangan rdianteat beragama
sekarang ini, terutama Yahudi, Kristen dan Islaem®luk masing-masing agama

tersebut mempunyai kenyakinan, bahwa umat lainsharangikutinya. Karena

238 |ihat: MachasinMenyelami Kebebasan Manusia: Telaah Kritis terhadémsepsi
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mereka merasa paling benar. Para pemeluk Kristenyakeni “tidak ada
keselamatan di luar Kritus”. Demikian juga bagimtuk Islam, mereka
mengenal doktrin bahwa agama yang diakui di sikilAhdalah Islam. Bagi orang
Yahudi, mereka tidak akan rela bila orang lain mekeuatu agama sampai
orang tersebut mengikuti agamanya, yaitu Yahudiir§ga yang terjadi adalah
kecurigaan terhadap pemeluk agama lain yang beréalaupun sudah diadakan
pemikiran kembali terhadap doktrin yang menyebabdesklusivisme di antara
pemeluk agama itu, tetapi pada kenyataannya dainglasyarakat masih sering
terjadi proses “pemurtadan” yang dilakukan, baikasa halus maupun terang
terangan. Ada pemeluk agama tertentu, dengan maat&ah ketidak berdayaan
seseorang secara ekonomis, kemudian memberi banyaauy pada proses
selanjutnya menyebabkan seseorang menjadi berpagihanya. Cara pandang
ekslusivisme yang dilanjutkan dengan kewajiban ddkwatau misi untuk
mengimankan seorang inilah yang harus dibicarakersama-sama secara
terbuka, agar tidak terjadi konflik dan kekerasang/ mengatasnamakan agama.
Namun, bukan berarti seseorang tidak boleh meny&dhenaran agamanya.
Seseorang memeluk agama harus disertai dengan Kkeayaakan kebenaran
agamanya, namun dia juga harus menghormati penagjaka lain. Seseorang
tetap tidak diperkenankan memaksakan kenyakinamagga terhadap orang
lain, baik secara terang-terangan maupun tersegitin

Dengan penelusuran berbagai literatur dan jugaarkahistoris yang
melingkupinya. Kita memperolah keterangan bahwahselakuan hukuman mati
bagi pelakuriddah dipengaruhi dua faktor, yakni faktor teokrasi dsituasi
perang. Quran selain menyinggung bahwa meraka yaungad akan mendapat
azab di dunia dan akhirat serta amalnya akan tashagalam al-Qur’an juga
dijelaskan bahwa orang-orang yang membuat fithdmatep agama Islam dan
memerangi kaum muslimin maka mereka boleh diperselghgaimana ditegaskan
dalam firman Allah:
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Artinya: dan perangilah mereka, supaya jangan @dahf dan supaya agama itu
semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (#akafiran), Maka
Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang merekalear. (Q.S.Al-
Anfal (8): 39)
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Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-oraggng memerangi kamu,
(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karenanggshnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui bataS.dlkBaqgarah (2) :
190)

Lebih tegas lagi dijelaskan dalam al-Qur'an bahwaang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan yangasdmga di dunia dengan
dibunuh atau disalib, atau dibuang. Hal ini ditgean dalam firman-Nya:
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Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap oramgrg@ng memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka buanydiah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan ka&reka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempadi&dmannya). yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk naeck#tunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (Qga\iah (5):33)

Bahkan orang-orang mukmin pun boleh diperangi (uiin) jika mereka
berbuat aniaya terhadap golongan mukmin lainnyzggamana dijelaskan dalam

firman Allah:
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Artinya: dan kalau ada dua golongan dari merekayyaeriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kgkng satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendalgkaig melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembatliapgerintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduangaurut keadilan,
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Alancintai
orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S al-Hujurat [45)]

Apabila mereka tidak melakukan gangguan terhadapmkanuslimin
seperti memerangi, mengusir atau membantu mengasim muslimin, maka
mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena, aiapitdiperlakukan secara

baik dan adil. Ini dijelaskan dalam firman Allahtsw
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Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuaikb@an Berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu karena agamaidtn (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allahymien orang-
orang yang Berlaku adil. (Q.S. Mumtahanah [60] :8)
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Dan sebaliknya, apabila mereka berbuat yang metasdéaum muslimin,
dengan membuat permusuhan, mengusir dan atau membangusir kaum
muslimin, Allah swt. melarang menjadikan merekaaggb teman, Allah swt

berfirman,
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Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu jadgdman sebagai
kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agamandngusir
kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untakgusirmu. dan
Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Madkakan Itulah
orang-orang yang zalim. (Q.S. Mumtahanah [60]: 9)

Dengan demikian seseorang boleh dibunuh atau digesgabila mereka
melakukan yang dapat membahayakan bagi kaum muoshian agama Islam.
Tidak memandang apakah mereka kafir asli atau ©huBagitu juga kebebasan
memeluk agama sangat ditekankan pada dua ayatadi &8ahwa selama
seseorang atau kelompok itu tidak memerangi, méngiasm atau membantu
mengusir kaum muslimin, maka mereka harus dipekiakudengan baik dan
mendapat keadilan yang sama di depan hukum.

Begitu pula semestinya hukum ditegakkan terhadapgomurtad. Kalau
orang murtad tersebut tidak melakukan menyerangamgusiran dan atau
membantu pengusiran kaum muslimin dari negerinyakama harus mendapat
perlindungan dan kebebasan memeluk agama yangkdmyyga.

Namun apabila orang murtad melakukan hal-hal digtaemerangi,
mengusir dan atau mengusir akaum muslimin dari nmeg®, maka ia pantas
mendapat perlakuan yang setimpal yakni diperangiu ahak kebebasan
beragamanya dibelenggu.

Jika demikian kalau ada orang yang tidak melakugangguan baik
terhadap agama Islam maupun kaum muslimin, makgategsendirinya ia tidak
boleh dihukum mati, apapun agama yang dianutnyakadp dirinya orang
beriman ataupun kafir. Karena itu hukuman matikibdarlaku bagi orang murtad
yang semata-mata murtad. Namun hukuman itu bidakoebila kemurtadan itu
disertai dengan tindakan-tindakan semacam pengkiaian pembelotan dan

permusuhan.



Dalam sejarah banyak ditemukan fakta, bahwa hukumatnbagi murtad
diberlakukan, karena alasan pertahanan komuni@®.dMereka dibunuh karena
bergabung dengan musuh untuk menggempur umat Isladi. jelas, bahwa
hukuman mati bagi murtad bukan karena kekafirantay@,karena membelotnya
terhadap kelompok musuh Islam. Dengan merujuk paetgstiva memerangi
orang murtad pada masa Abu Bakar, menyimpulkan &dlukuman mati bagi si
murtad harus di kaji ulang. la melihat adanya kdng@mman di antara suku-suku
Arab terhadap sentralisasi otoritas politik di Meth waktu peperangan terjadi.
Bagi Abu Bakar, permasalahan yang penting dalanatarebelakangi hukuman
mati si murtad adalah terpiliharanya pengakuanatiap Madinah sebagai
kelanjutan otoritas Nabi. Suku-suku itu telah muidak tunduk pada Madinah
dan enggan membayar zakat. Peperangan yang diujk&pada suku-suku
pembangkang itu sebenarnya lebih disebabkan oletlakan mereka yang
dipandang sebagai pemberontak masyardRat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukumatnlmagi si murtad
sesungguhnya lebih didasarkan pada pertimbangatispd{etika dari sudut
pertimbangan politis, fenomenaddah sudah tidak mengancam Islam, maka
hukuman mati tidak layak diberikan pada si murt8ebagaimana diketahui
bahwa situasi sosio-historis di era sekarang yahgdalah bentuk Negara yang
sekuler. Negara dan warganya harus menghormatliphs, menjunjung tinggi
HAM, dan Negara tidak bertugas mengurus keimanaa parganya. Dalam
situasi seperti ini, jelas hukuriidah tidak akan dilaksanakan.

Hukum riddah dalam Islam mengalami kesulitan aplikasi di eralemn
karena perbedaan konteks historis antara situasiinda abad ke tujuh yang
cendrung sekuler. Alam pikiran sekuler masyarakaem yang menuntut
dijunjung tingginya HAM membuat hukumiddah yang bernuansa politik
keagamaan tidak bias diterima. Hukuwiidah yang merupakan hasil gabungan
antara pertimbangan politik dengan doktrin keagamdaa dipandang oleh

masyarakat modern yang sekuler sebagai hukum yala§ tlemokratis dan

240prof, Dr. A. SyalabiSejarah dan Kebudayaan Islamet VI ( Jakarta : Pustaka Al-
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sectarian. Karena keberpihakannya pada misi agamleanb pada misi

kemanusiaan. Masyarakat modern berpandangan badmwauc aduknya politik

dan agama hanya akan mengantarkan suatu bangssosedp dalam bencana.
ltulah makanya hukumiddah sudah tidak relevan dalam alam demokf&si.

Oleh karena itu , hukumddah perlu dirumuskan ulang. Perumusan ulang
hukum riddah perlu dilakukan dengan berpijak pada upaya kompramtara
konsepriddah dan HAM. Upaya kompromi dapat dilakukan dengaa tapgkah,
yakni: pertama,mengembalikan hukumddah pada prinsip kebebasan beragama
secara bertanggung jawab, bukan kebebasan yan@ thafas atau tidak
bertanggung jawab,. Pada prinsipnya, Islam sangajunjung tinggi kebebasan
dan tanggung jawab seseorang dalam beragama. HEdakpaksaan dalam
beragama, seseorang beriman atau tidak merupakbanppribadi perorangan.
Namun pilihan itu mengandung konsekuensi yang hdiasggung di akhirat.
Seseorang bisa saja memilih pindah agama, tapilisékgi, ia harus
mempertanggungjawabkannya. Dalam perspektif Islaosan pindah keimanan
sama sekali bukan urusan antara manusia satu demgausia lain, tapi urusan
seseorang dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Adilatliislah yang akan memberi
balasan atas tindakan tersebut, bukan manusia.

Dalam rangka kebebasan yang bertanggung jawath,irfildh memberi
hukuman bagi pelaktiddah guna menciptakan sistem hukum yang adil sebagai
sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh fikdkaratas nama hukum, fikih
memberi hukuman pada si murtad. Alangkah tidak ngdil fikin bila ia
menyatakan suatu tindakan sebagai sesuatu yang tsglaia tidak memberi
hukuman.

Kedua,tidak melaksanakan hukuman mati terhadap orangachlarena
hukuman itu selain penuh dengan latar belakandilpdadinah abad ke-7 M
juga sudah tidak sesuai dengan konteks masyarakderm yang cendrung

sekuler. Situasi sosio historis era modern yaraktidenganut teokrasi seperti era
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awal Islam tapi menganut demokrasi sekuler dalaaialvaation statgelas tidak
bisa menerima hukuman mati bagi si murtad das pedak dapat dilaksanakan.
Ketiga dihapuskannya hukuman mati tersebut bukan betideak ada
konsekuensi hukum apapun atas tindakan murtadaSdindakan hukum
seseorang, maka akan membawa implikasi hukum Heyi&u Ini sama halnya
dengan seorang yang melakukan tindakan jual befkamkonsekwensi dari
tindakan itu akan mengikutinya, yakni diperolehngéau hilangnya hak
kepemilikan atas suatu barang. Itulah makanya,tddipsklumi bila fikih tetap
menganggap bahwa tindakan keluar dari Islam menkdnsekuensi hukum
tertentu. Dalam kerangka ini, maka hukuman perdtta tindakan murtad masih
bisa diterapkan sepanjang rincian hukum perdatadépat diserap ke dalam

perundangan yang berlaku secara sah di suatu Negara



